
 

 

BUPATI TUBAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN 

NOMOR  1  TAHUN  2022 

 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TUBAN, 

 

Menimbang :  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 37 Pasal 320 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

“Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” 

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai 

Sertifikasi Elektronik) 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 
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- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

“Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” 

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai 

Sertifikasi Elektronik) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018  Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 
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- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

“Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” 

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai 

Sertifikasi Elektronik) 

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 186); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 450); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

“Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” 

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai 

Sertifikasi Elektronik) 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 39); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri A Nomor 17); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 143); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN 

dan 

BUPATI TUBAN 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal  1 

(1)  Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan 

keuangan yang memuat: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. laporan operasional; 

d. laporan perubahan ekuitas; 

e. neraca; 

f. laporan arus kas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 
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- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

“Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” 

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai 

Sertifikasi Elektronik) 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut: 

1. Pendapatan Rp. 2.693.892.209.851,81 

2. Belanja  Rp. 2.464.980.324.856,14 

  Surplus     Rp. 228.911.884.995,67 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan  Rp.  522.461.955.580,97 

  b. Pengeluaran     Rp.                          0,00 

                              Pembiayaan Netto    Rp. 522.461.955.580,97 

Pasal  3 

Uraian laporan realisasi  anggaran sebagaimana  dimaksud 

dalam  Pasal  2 sebagai berikut: 

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                    

Rp. 318.968.343.416,34 dengan   rincian   sebagai   berikut: 

a. Anggaran Rp.   2.374.923.866.435,47 

b. Realisasi  Rp.   2.693.892.209.851,81 

Selisih Lebih Rp.      318.968.343.416,34 

2. Selisih   anggaran   dengan  realisasi  belanja sejumlah                        

Rp. 432.502.175.899,86 dengan    rincian    sebagai    

berikut: 

a.  Anggaran Rp.   2.897.482.500.756,00 

b.  Realisasi  Rp.   2.464.980.324.856,14 

 Selisih Kurang            Rp.   ( 432.502.175.899,86) 

3. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah                              

Rp. 751.470.519.316,20 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Defisit  Anggaran    Rp.     (522.558.634.320,53) 

b. Realisasi   Rp.      228.911.884.995,67

 Selisih Lebih Rp.      751.470.519.316,20 

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah Rp. 96.678.739,56 dengan rincian  sebagai  berikut: 

a. Anggaran penerimaan  Rp.     522.558.634.320,53 

pembiayaan  

b. Realisasi penerimaan  Rp.     522.461.955.580,97 

pembiayaan 

Selisih Kurang                    Rp.            (96.678.739,56) 
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- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

“Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” 

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai 

Sertifikasi Elektronik) 

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pengeluaran  Rp.                     0,00 

   pembiayaan  

b. Realisasi pembiayaan Rp.                             0,00 

                           Selisih Rp.                             0,00 

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah  

Rp. 96.678.739,56 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pembiayaan netto     Rp.     522.558.634.320,53 

b. Realisasi pembiayaan netto      Rp.     522.461.955.580,97 

                           Selisih Kurang Rp.        (96.678.739,56)   

 

Pasal  4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2021 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Saldo anggaran lebih awal Rp.     522.410.634.320,97 

b. Penggunaan sebagai Rp.     522.410.634.320,97 

penerimaan pembiayaan tahun  

berjalan     

Jumlah Rp.           0,00 

c. Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp.     751.373.840.576,64 

Jumlah  Rp.           0,00 

d. Koreksi kesalahan pembukuan 

tahun sebelumnya  Rp.           0,00 

e. Saldo anggaran lebih akhir Rp.     751.373.840.576,64 

Pasal  5 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan                 

31 Desember  Tahun 2021 sebagai berikut: 

a. Pendapatan Laporan Operasional Rp. 2.456.740.071.668,69 

b. Beban Laporan Operasional Rp. 2.116.522.423.108,49 

c. Surplus Kegiatan Operasional Rp.    340.217.648.560,20 

d. Defisit Kegiatan Non-Operasional  Rp.      (1.970.538.877,00)    

e. Pos Luar Biasa Rp.    (17.406.286.776,85) 

f. Surplus Laporan Operasional Rp.    320.840.822.906,35 
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- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

“Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” 

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai 

Sertifikasi Elektronik) 

Pasal  6 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai 

dengan 31 Desember  Tahun 2021 sebagai berikut: 

a. Ekuitas Awal      Rp. 7.278.089.029.118,55 

b. Surplus Laporan Operasional   Rp.    320.840.822.906,35 

c. Dampak kumulatif perubahan    Rp.      25.896.843.933,33 

kebijakan/kesalahan mendasar   

d. Ekuitas akhir       Rp. 7.624.826.695.958,21 

Pasal  7 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e 

per  31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset Rp. 7.673.202.987.339,55 

b. Jumlah Kewajiban Rp.      48.376.291.381,34 

c. Jumlah Ekuitas  Rp. 7.624.826.695.958,21 

Pasal  8 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember  

Tahun 2021 sebagai berikut: 

a. Saldo Awal Kas  Rp.    522.410.634.320,97 

b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi  Rp.    612.587.301.664,19 

c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi   Rp.  (383.675.416.668,52) 

     Aset Non – Keuangan   

d. Arus Kas dari Aktivitas  Rp.             51.321.260,00 

Pembiayaan 

e. Arus Kas dari Aktivitas   Rp.                 716.341,00 

     Non Anggaran    

f. Saldo Akhir Kas di Bendahara Rp.    572.855.318.660,16 

Umum Daerah/Kas Daerah 

g. Saldo Akhir Kas di Bendahara   Rp.      12.959.326.232,00 

     Penerimaan 

h. Saldo Akhir Kas di Bendahara   Rp.            716.341,00 

     Pengeluaran 

i. Saldo Akhir Kas di Badan   Rp.    140.719.536.865,45 

Layanan Umum Daerah 

j.   Saldo Akhir Kas di Jaminan Rp.     12.070.533.554,73 

Kesehatan Nasional 

k.   Saldo Akhir Kas Bantuan               Rp.    12.769.125.264,30 

Operasional Sekolah 

l.   Saldo Akhir Kas Lainnya               Rp.                            0,00 

m. Saldo Kas Akhir                      Rp.    751.374.556.917,64 
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- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

“Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” 

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai 

Sertifikasi Elektronik) 

           Pasal 9 

 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif 

maupun kualitatif terhadap setiap pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

(1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran. 

  Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi 

Anggaran menurut urusan 

pemerintahan daerah dan organisasi. 

  Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran 

menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, pendapatan, 

belanja dan pembiayaan. 

  Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran 

belanja daerah menurut urusan 

pemerintah daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, 

kelompok, jenis, pendapatan, belanja 

dan pembiayaan. 

 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran 

belanja daerah menurut urusan 

pemerintah daerah, organisasi, 

program, kegiatan beserta hasil dan 

sub kegiatan beserta keluaran. 

  Lampiran I.5 : Rekapitulasi   realisasi  anggaran  

belanja  daerah untuk keselarasan 

dan keterpaduan urusan 

pemerintahan daerah dan fungsi 

dalam kerangka pengelolaan 

keuangan negara. 

 Lampiran I.6 : Rekapitulasi belanja untuk 

pemenuhan standar pelayanan 

minimum. 

(2) Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih. 

(3) Lampiran III : Laporan Operasional. 
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- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

“Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” 

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai 

Sertifikasi Elektronik) 

(4) Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas. 

(5) Lampiran V : Neraca. 

(6) Lampiran VI : Laporan Arus Kas. 

(7) Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(8) Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah. 

(9) Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih. 

(10) Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 

Penyisihan Dana Bergulir. 

(11) Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 

Daerah. 

(12) Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi 

Penambahan dan Pengurangan Aset 

Tetap Daerah. 

(13) Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap. 

(14) Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam 

Pekerjaan. 

(15) Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya. 

(16) Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah. 

(17) Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek. 

(18) Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang. 

(19) Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran berikutnya. 

(20) Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) 

Badan Usaha Milik Daerah/ 

Perusahaan Daerah. 

(21) Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan 

Laba/Rugi) Badan Usaha Milik 

Daerah/ Perusahaan Daerah. 

Pasal  11 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dalam Peraturan 

Bupati.  
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- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

“Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah” 

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai 

Sertifikasi Elektronik) 

Pasal  12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. 

 

Ditetapkan di Tuban 

pada tanggal  29 Agustus 202227  

Juli 2018     

BUPATI TUBAN, 

 

                Ttd. 

 

ADITYA HALINDRA FARIDZKY 

mber 2013                                       

Diundangkan di Tuban 

pada tanggal  29  Agustus 202227  Juli 2018  

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TUBAN, 

 

   Ttd. 

 

BUDI WIYANA 

      

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI A NOMOR 5 4 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR 

NOMOR 101-2/2022 

UNTUK SALINAN YANG SAH 

An. SEKRETARIS DAERAH 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

Setda Kabupaten Tuban 

  

 

@# 

 

 

CYTA SORJAWIJATI, SH 

Penata Tingkat I 

                                   NIP. 19680903 199003 2 008 
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